BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu
menegaskan kembali tentang tarif atas retribusi
Pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas dan jaringannya;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Dan Jaringannya di Kabupaten
Bengkayang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah  Tingkat I
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5049);



Undang-U

ndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomori44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Palayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52
Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;



10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 2});

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.
Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bengkayang.

5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis
pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bengkayang yang bertanggungjawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja di Kabupaten
Bengkayang.

6. Jaringan Puskesmas adalah unit sarana pelayanan kesehatan yang
melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dibawah struktur
Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas tersebut.



BAB II
OBJEK, DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Bagian Kesatu

Objek Pelayanan Kesehatan

Pasal 2
Objek Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
didasarkan pada jenis pelayanan yang meliputi :
a. Pelayanan rawat jalan :
1. Poliklinik Pengobatan Umum:
- Pasien rawat jalan untuk satu kali kunjungan;
- Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian Surat Keterangan
Kesehatan; dan
- Permintaan visum ET repertum.
2. Pelayanan KB.
b. Tindakan :
Debridemen/Pengobatan dan perawatan luka;
Spalk/Pembidaian;
Tindakan medik ringan/operasi kecil;
Tindakan medik sedang;

Pertolongan persalinan;

S T o e

Tindakan pada gigi dan mulut; dan

¢. Pemeriksaan penunjang diagnostik :
1. Radiologi; dan
2. Laboratorium.

d. Perawatan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap:
1. Perawatan umum.

e. Sarana penunjang pelayanan kesehatan:
1. Penggunaan sarana penunjang alat kesehatan; dan
2. Sarana penunjang non medis.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 3
Besaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 11 Desemper 20,19

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 12 Deswber 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkayang

TTD

OBAJA, S.E, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019
NOMOR .%4..
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN
BENGKAYANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO JENIS PELAYANAN TARIF
I PELAYANAN RAWAT JALAN
A Poliklinik Pengobatan Umum
1 Pasien rawat jalan untuk Satu kali kunjungan
-Puskesmas Rp 6.000
-Puskesmas Keliling Rp 6.000
-Puskesmas Pembantu Rp 6.000
-Poskesdes Rp 6.000
2 Kir Kesehatan /Surat Keterangan Kesehatan/Surat
Keterangan Dokter, untuk :
- Pelajar Rp 5.000
- Umum Rp 12.000
-Calon Pegawai Negeri Sipil Rp 12.000
-Pegawai Negeri Sipil Rp 12.000
-Imunisasi Calon Pengantin Rp 15.000
-Keterangan kehamilan Rp 10.000
-Keterangan kesehatan haji Rp 25.000
-Surat keterangan asuransi Rp 30.000
-Surat Keterangan Dokter Rp 25.000
3 Permintaan Visum ET Repertum untuk penyidikan :
- Visum et repertum luar gedung Rp 350.000
- Visum et repertum meninggal dalam gedung Rp 112.000
- Visum et repertum hidup dalam gedung Rp 62.000
- Visum et repertum karena Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Kekerasan terhadap perempuan dan anak dan
pemerkosaan Rp 0
B Pelayanan KB
-Suntik Rp 10.000
-Pemasangan dan lepas implant Rp 75.000
-Pemasangan dan lepas IUD Rp 75.000
I TINDAKAN
A Debridemen/Pengobatan dan Perawatan Luka
-Perawatan luka tanpa jahitan Rp 30.000
-Perawatan luka =5 jahitan Rp 40.000
-Penambahan perjahitan Rp 5.000
B Spalk/Pembidaian
- Spalk bayi (fiksasi infus) Rp 10.000
- Spalk patah tulang (fraktur) :
-Panjang Rp 23.000
-Pendek Rp 15.000
C Tindakan Medik Ringan /Operasi Kecil :
- Pasang infus (intra vena fluid drip)
-Bayi Rp 50.000
-Anak Rp 40.000
-Dewasa Rp 30.000




NO

JENIS PELAYANAN

TARIF
PELAYANAN
KESEHATAN

-Insisi abses

Rp 40.000

-Sirkumsisi/ Khitan Rp 160.000
-Tindik daun telinga Rp 20.000
-Ektirpasi tumor kecil Rp 100.000
-Ekstraksi kuku Rp 50.000
-Pengangkatan benda asing Rp 26.000
-Vena seksi Rp 70.000
-Bedah minor Rp 50.000
-Angkat jahitan Rp 20.000

D Tindakan Medik Sedang

-Pasang Chateter

Rp  20.000

-Pasang Foley Chateter Rp 45.000
-Pasang Naso Gastrc Tube Rp 50.000
-Kumbah Lambung Rp 100.000
-Lavamen Rp 10.000

E Pertolongan Persalinan

- Pertolongan persalinan normal oleh Bidan

Rp _ 700.000

- Pertolongan persalinan normal oleh dokter

Rp 800.000

- Pertolongan persalinan patologis (dengan penyulit)

Rp 950.000

-Lainnya:

- Pemeriksaan IVA

Rp  25.000

- Pelayanan therapy krio untuk kasus IVA positif

Rp 150.000

F Tindakan Pada Gigi dan Mulut :

- Perawatan dan pembersihan pada karang gigi per rahang

Rp___ 60.000

- Pencabutan gigi sulung per buah

Rp 15.000

-Penambalan gigi sementara

Rp  20.000

-Pencabutan gigi tetap perbuah Rp 20.000
-Penambalan gigi tetap perbuah Rp 30.000
-Insisi abses gigi {intra oral) Rp 20.000
- Pencabutan gigi dengan komplikasi perbuah Rp 30.000

-Selective Grinding

Rp 10.000

IMI

PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK :

A Radiologi :
-Rongent photo Rp 40.000
-EKG Rp 40.000
-USG Rp 40.000
B Laboratorium
1 Pemeriksaan rutin/specimen :
-Haemoglobin Rp 10.000
-Leulkosit Rp 10.000
-Eritrosit Rp 10.000
-Thrombosit Rp 10.000
-Golongan darah Rp 10.000
-Laju endapan darah Rp 10.000
- Cloting time / blooding time (CT/BT) Rp 10.000
-Darah Malaria Rp 10.000
-Hematokrit Rp 10.000
-Widal Rp 30.000
-Filaria Rp 10.000
-Pemeriksaan gula darah Rp 15.000
-Pemeriksaan kolesterol Rp 40.000

-Pemeriksaan asam urat

Rp 15.000




TERIF

PUSKESMAS PERAWATAN

NO PELAYANAN
JENIS PELAYANAN KESEHATAN
2, Pemeriksaan urine rutin / air seni (albumin, reduksi,
urobilin, bilirubin, sedimen, natrium, ureum, kreatinin) Rp 20.000
3. Pemeriksaan BTA Rp 15.000
4. Pemeriksaan tinja Rp 15.000
2. Test kehamilan Rp 15.000
6. Pengambilan apusan pap smear Rp 25.000
v PERAWATAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN
A. Perawatan Umum
- Perawatan pasien per hari dan per pasien tidak termasuk
makan Rp 50.000
- Pemeriksaan dan konsultasi medik per hari dan per pasien Rp 20.000
- Administrasi dan catatan Medik Rp 6.000
- Obat pelayanan kesehatan dasar dan bahan habis pakai (yang
disediakan IFK Bengkayang) Rp 20.000
- Perawatan luka bakar pasienper hari :
-Luka bakar < 10 % Rp 39.000
-Luka bakar 10-20 % Rp 60.000
-Luka bakar > 20 % Rp 78.000
-Nebulizer (Therapy uap) Rp 26.000
A% SARANA PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS /

A. Penggunaan Sarana Penunjang Alat Kesehatan :
-Oksigen per jam Rp 20.000
-Cairan infus dan set infus Rp 13.000
-Cateter nelaton Rp 7.000
-Cateter balon Rp 15.000
-Intra Vena kateter Rp 20.000
-Wing needle Rp 12.000
-Dysposible siringe Rp 4.000
-Dysposible needle Rp 2.000
B. Sarana Penunjang Non Medis
- Penggunaan ambulans untuk rujukan dan membawa | Rp 5.000
jenazahpergi dan pulang (per kilometer)
-Penggunaan ambulans < 5 km Rp 60.000

- Biaya membawa jenazah ke pemakaman < 5 jam

Rp 100.000

- Biaya membawa jenazah ke pemakaman 2 5 jam

Rp  200.000

Plt. BUPATI BENGKAYANG

TTD

AGUSTINUS NAON
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR .... TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang
digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang
mencakup:

1 3 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

i 1 01 {Penvedi Pen ilan Te Tunijan Kepala Desa

1| 1 | 02 [Penvediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peranekat Desa

1 {1 1 03 |Penvediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

1 1 04 {Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,
perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

1§ 1 | 05 [Penvediaan Tuniangan BPD

1 1 06 |Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minumy}, perlengkapan
perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dilj

1 {1 | 07 !Penvediaan Insentif/Operasional RT/RW

1| 2 Sub Bidang Sarang me

1 | 2 | 0l [Penvediaan sarana (ase

121 02 Pemellharamﬁﬁdm&amamﬁanmmc_sa

1.1 .2 | 03 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarang Kantor Desa** |

1{3] 01 Pciayanan adm1mstras: umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

1 |1 3 | 02 |Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
potensi desa)**

1 | 3 | 03 |Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

1 {3 { 04 |Penvulyhanda ]

1 ! 3| 05 [Pemetaan dan Anallsm_ﬁczn_skmmllcﬁama_ﬁamﬁ_nanf

1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerin Peren

11 4 01 {Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

1 § 4 | 02 jPenyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang
bersifal non-reguler sesuai kebutuhan desa)

1.1 4 1 03 |Penvusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes.dl])

1 | 4 { 04 [Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,
dan seluruh dokumen terkait}

1 1 4 | 05 [Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

1 | 4 ! 06 !Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
Pembangunan /Keuangan)

1| 4 07 |Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan
akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun
anggaran, informasi kepada masyarakat)

1| 4 | 08 |Pengembangan Sistem Informasi Desa

1| 4 09 |Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
{Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten. Pihak Ketiga, dliy*

1] 4 10 |Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
Pemiliban BPD (vane meniadi wewenang Desa)

1] 4 11 [Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
mengikuti Lomba Desa




115 Sub Bidang Pertanahan

1 1 5 01 |Sertifikasi Tanah Kas Desa

1 | 51 02 {Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda
Pertanahan)

1 5 03 |Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masvarakat Miskin

1 S 04 _Mediasi Konflik Pertanahan

11 5 05 |Penvuluhan Pertanahan

1 5 06 |Administrasi Paiak Bumi dan Bangunan {PBB)

1 5 07 |Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa o

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga
terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

2 1 Sub Bidang Pendidikan

2 { 1| 01 |Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

1 02 {Dukungan Penvelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

2 1 03 |Penvuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masvarakat,

2 1 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
Belajar Milik Desa **

2 1 05 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa**

2 1 06 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana/Alat Peraga
Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa™*

2 1 1| 07 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

2411 08 |Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

2 1 09 |Penge an dan Pembinaan Sangegar Seni dan Belaia

211 10 iDukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin /Berprestasi

2 2 Sub Bidang Kesehatan

2 | 2 | 01 |Penyelenggaraan Pos Keschatan Desa (PKD}/Polindes Milik Desa (Obat-obatan;
Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dstj

2 2 02 |Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Tbu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)

2 | 2 | 03 {Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dil)

2 | 21 04 |Penvelenggaraan Desa Siaga Keschatan

2 | 2 | 05 [Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

2 | 2 06 |Pengasuban Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

2 2 07 |Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

2| 2 08 |Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

2 | 2 | 09 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD **

2 | 3 Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang

2.1 3 D1 (Pemeliharaan Jalan Desa

2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang

2 3 03 |Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

213 04__|Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

2 | 3 } 05 |Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana Jalan lain)

2 3 06 {Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan




213 07 |Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik

2 1 31| 08 |Pemeliharaan Embung Milik Desa

213 09 Pemehharaan Monumen/ G_am;mLB_atas_D_c_sa

213 10 CIge

213 11 {Pem bangunan /Re habnhtam /Pe mngkatan / Pengerasan Jalan ngkungan
Permukiman/Gang **

213 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani ** |

2 ¢ 3 | 13 |[Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ™ |

213 14 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert Drainase, Prasarana Jalan lain) **

2 3 15 ung g ‘

213 16 Pcmbangunan / Rehabllltam/ Pcmngkatan Pemakaman Mlllk Desa/ Sxtus Bersegarah
Milik Desa/Petilasan

21 3 17 {Pembuatan/Pemutakhiran Petg Wilavah dan Sosial Desa **

213 18 Penvusunan DQkumcn.Ecmmanaan_IaLaBuanlﬂcs&

2.1 3 19 Y

2.1 3 1 20 : a 2 a/Bata

2] 3 90 Pembangunan /Rehablhtasx/ Pemngkatan Sarana Olah Raga Desa **

2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2 | 4 | 01l |Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
{RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dllj

2 1 4 | 02 |Pemelibaraan Sumur Resapan Milik Desa

21 4 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air
Hman/ Sumur Bor, dil)

214 04 : ; ang 9

214} 05 Pcmchharaan Samta31 Permuklman (Gorong gorong, Selokan Parit, dll.,
diluar prasarana 1alan)

21 4 06 |Pemeli s

214 07 Pcmehharaan Fasﬂltas Pengelolaan Sampah Desa/ Permuk:lman
(Penamnungan Bank Samnah dlll

2 14| 08 Ag Aj

2141 09

2.1 4 10

21 4 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dilj**

21 4 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga

21 4 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman {Gorong-

crong, Selokan, Parit, dll., dlluar prasarana 1alan) sl

21 4 14 i1

21 4 15 |Pembangunan/Rehabilitasi / Pcnmgkatan Fasﬂltas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dllj**

2| 4 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
iDrainase, Air hmbah Rumah ’I‘a_gga)**

214 17

215 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

21 5 ¢ 0l |Pengelolaan Hutan Milik Desa

2 | S5 | 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

2 1 5| 03 |Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

2 | 5| 90 |Pengelolaan Hutan Adat

216 Sub_Bidang Perhubungan, Komunikasi. dan Informatika

2 16| 01 [Pembuatan Rambu-rambu diJalan Desa

216 02 |Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
Informasi penetapan /LPJ APBDes untuk Warga, dil)

216 03 |Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal

217 Sub B]dHnE Ener JLdan_Suml&,llamMumral

2171 Q1 : :

217 02 Pembangunan / Rchabnhtas: /Pemngkatan Sarana dan Prasarana Energl

Alternatif tingkat Desa **




2 |8 Sub Bidang Pariwisata

2 |8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

2 |8 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik |

2 8 103 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang

3 1 Sub Bidang Ketenter: Ketertiban Umum, dan Pelindun Masvar

3 |1 pP1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

3 |1 (02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

3 1 103 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
(dengan masyarakat/instansi pemenntah daerah, dll) Skala Lokal Desa

3 1 4 Pelauhan Kcman .,.e 1an »

3 11 05

3 11 106 1 3

3 |1 07 Pelatihan/ Penyuluhan /Sosnahsaw kcpada Masyarakat dJ Bldang Hukum dan
Pelindungan Masyarakat

3 12 Sub Bidang Kebudavaan dan Keagamaan

3 12 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudavaan Tingkat Desa

3 |2 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

3 |2 p3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

3 (2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik
Desa **

3 |2 05 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

3 |3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3 |3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat

ecamatan dan Kabupaten/Kota

3 |3 p2 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan
Kebangsaan, dIll tlngkat Desa

3 |3 103 Pcnvelen gard 3

3 |3 04 araan Sara 3 e pe 192 .

3 |3 (05 Pembangunan /Rehabﬂ1tas: / Pcnmgkatan Sarana darl Prasarana Kepemudaan dan
Olah Raga Milik Desa**

3 13 106

4 Sub Bidang Kelembagaan Masvarakat

3 14 01 Pembinaan Lembaga Adat

3 4 102 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

3 14 103 Pembinaan PKK

3 14 104 |Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasvarakatan

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan
yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat
dalam meningkatkan kesejahteraan masvarakat, vang mencakup:

4 |1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4 (1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

4 1 102 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

4 |1 03 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik
Desa**




4 |1 04 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik
Desa**

+ 1 05 |Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

4 |1 06 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat/Nelayan **

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4 | 2 01 |Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,
nenegilinean Padi/iasune, dll)

4 | 2 | 02 |Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,

k dang dil)

4 | 2 03 ;

4 2 04

4 | 2 05

4 | 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4 | 3 | 01 |Peningkatan kapasitas kepala Desa

4 | 3 | 02 |Peningkatan kapasitas perangkat Desa

4 | 3 03 |Peningkatan kapasitas BPD

4 | 3 90 |Pelatihan Penyusunan Profil Desa

4 i 4 Sub Bidang Pemberdavaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4 | 4 | 01 |Pelatihan/Penvuluhan Pemberdavaan Perempuan

4 | 4 02 |Pelatihan/Penvuluhan Perlindungan Anak

4 | 4 | 03 |Pelatihan dan Penguatan Penvandang Difabel (penvandang disabilitas) |

4 | 4 | 90 |Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/Air Minum dan Penyehatan

4 | 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) |

41 5 01 Pelahhan Mana1emen Penaelglgan_ﬁmmsﬂ_&li&LﬂM_M________—

4 | 5| 02 A AnA a

4 | 5| 03 Pengadaan Teknolog1 Tcpat Guna untuk Pengembangan Ekonorm Pcdesaan Non-
Pertanian

416 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4 | 6 01 |[Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

4 | 6 | 02 [Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan vang dilaksanakan oleh Desa) |

4 | 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4 171 01 PemellmmEaML&gummmﬁa
a7 02 |Pembangunan/Re AS3a

4 | 7 03 |Pengembangan Industn kecﬂ level Desa

4 | 7 04 |Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan
untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:

S 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

2 1 00 |Penanggulangan Bencana

5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat

5 |2 00 |Keadaan Darurat

H 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

513 00 |Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

= (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, ata

Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)



A.2.DaftarKodeRekeningPendapatan,Belanja,danPembiayaan

KodeRekening trsion
a b c d
s PENDAPATAN
4 1 PendapatanAsliDesa
- 1 1 HasilUsaha
& 1 1 01 BagiHasilBUMDes
4 1 1 {90-99 Lain-lain
4 1 2 HasilAset
4 1 2 01 PengelolaanTanahKasDesa
4 1 2 02 TambatanPerahu
4 1 2 03 PasarDesa
4 1 2 04 TempatPemandianUmum
4 1 | 3 05 JaringanlrigasiDesa
4 1 2 06 PelelanganlkanMilikDesa
4 1 2 07 KiosMilikDesa
4 1 2 08 PemanfaatanLapangan/PrasaranaOlahragaMilikDesa
4 1 2 |90-99 Lain-lain
4 1 3 Swadaya,PartisipasidanGotongRoyong
4 1 3 01 Swadaya,partisipasidangotongroyong
4 1 3 |90-99 Lain-lainSwadaya, PartisipasidanGotongRoyong
4 1 -+ Lain-lainPendapatanAsliDesa
4 1 < 01 HasilPungutanDesa
4 1 4 [90-99 Lain-lain
4 2 Transfer
-+ 2 1 DanaDesa
4 2 i 01 DanaDesa
4 2 2 BagiandariHasilPajakdanRetribusiDaerahKabupaten /kota
4 2 2 01 BagiandariHasilPajakdanRetribusiDaerahKabupaten /kota
<+ 2 3 AlokasiDanaDesa
+ 2 3 01 AlokasiDanaDesa




4 2 4 BantuanKeuanganProvinsi

4 2 4] 01 BantuanKeuangandariAPBDProvinsi

4 2 4}90-99 Lain-lainBantuanKeuangandariAPBDProvinsi

4 2 5 BantuanKeuanganAPBDKabupaten/Kota

4 2 5 01 BantuanKeuanganAPBDKabupaten /Kota

4 2 590-99 Lain-lainBantuanKeuangandariAPBDKabupaten /Kota

4 3 Pendapatanlain-lain

4 3 1 PenerimaandariHasilKerjasamaantarDesa

4 3 i 01 PenerimaandariHasilKerjasamaantarDesa

4 3 2 PenerimaandariHasilKerjasamaDesadenganPihakKetiga

4 3 2| Ot PenerimaandariHasilKerjasamaDesadenganPihakKetiga

4 3 3 PenerimaandariBantuanPerusahaanyangberlokasidiDesa

4 3 3] 01 PenerimaandariBantuanPerusahaanyangberlokasidiDesa

4 3 4 HibahdansumbangandariPihakKetiga

4 3 4{ 01 HibahdansumbangandariPihakKetiga

4 3 5 Koreksikesalahanbelanjatahun-tahunanggaransebelumnyayangmengakibatkanpenerimaandikasDesapadatahun
anggaranberjalan

4 3 5 01 Koreksikesalahan belanjatahun-tahun anggaran sebelumnya yangmengakibatkan penerimaan dikasDesapada

tahunanggaranberjalan

41 3 |6 BungaBank

4 3 6! 01 BungaBank

4 3 9 Lain-lainpendapatanDesayangsah

4 3 9| 90-99 Lain-lainpendapatanDesayangsah

5 BELANJA

5 1 BelanjaPegawai

5 1 1 PenghasilanTetapdanTunjanganKepalaDesa

5 1 1] 01 PenghasilanTetapKepalaDesa

5 1 1] 02 TunjanganKepalaDesa

5 1 1|90-99 PenerimaanLainKepalaDesayangSah

S 1 2 PenghasilanTetapdanTunjanganPerangkatDesa

5 1 21 01 PenghasilanTetapPerangkatDesa

5 1 2] 02 TunjanganPerangkatDesa

5 1 2|90-99 PenerimaanlLainPerangkatDesayangSah




5 1 3 JaminanSosialKepalaDesadanPerangkatDesa

5 1 3 01 JaminanKeschatanKepalaDesa

5 113 02 JaminanKesehatanPerangkatDesa

5 1 3 03 JaminanKetenagakerjaanKepalaDesa

5 113 04 JaminanKetenagakerjaanPerangkatDesa

5 1 4 TunjanganBPD

51 1141 01 TunjanganKedudukanBPD

5 1 4 02 TunjanganKinerjaBPD

5 2 BelanjaBarangdanJasa

5 2 1 BelanjaBarangPerlengkapan

5 2 1 01 BelanjaPerlengkapanAlatTulisKantordanBendaPos

5 2 1 02 BelanjaPerlengkapanAlat-alatListrik

5 2 1 03 BelanjaPerlengkapanAlat-alatRumahTangga /PeralatandanBahanKebersihan
5 2 1 04 BelanjaBahanBakarMinyak / Gas/1siUlangTabungPemadamKebakaran
5 2 1 05 BelanjaPerlengkapanCetak/Penggandaan-BelanjaBarangCetakdanPenggandaan
5 2 1 06 BelanjaPerlengkapanBarangKonsumsi{Makan/minum)-BelanjaBarangKonsumsi
5 2 1 07 BelanjaBahan / Material

5 2 1 08 BelanjaBendera/Umbul-umbul/ Spanduk

S 2 1 09 BelanjaPakaianDinas/Seragam / Atribut

5 2 1 10 BelanjaObat-obatan

S5 2 1 11 BelanjaPakanHewan /lkan,Obat-obatanHewan

5 2 1 12 BelanjaPupuk/Obat-obatanPertanian

S5 2 1 [90-99 BelanjaBarangPerlengkapanLainnya

5 2 2 BelanjaJasaHonorarium

5 2 2 01 BelaniaJasaHonorariumTimyangMelaksanakanKegiatan

5 2 2 02 BelanjaJasaHonorariumPembantuTugasUmumDesa/ Operator

5 2 2 03 BelanjaJasaHonorarium/InsentifPelayananDesa

5 2 2 04 BelanjaJasaHonorariumAhli/Profesi/Konsultan / Narasumber

5 2 2 05 BelanjaJasaHonorariumPetugas

5 2 2 |90-99 BelanjaJasaHonorariumLainnya

5 2 3 BelanjaPerjalananDinas

5 2 3 01 BelanjaPerjalananDinasDalamKabupaten /Kota

5 2 3 02 BelanjaPerjalananDinasLuarKabupaten/Kota




5 2 3 03 BelanjaKursus/Pelatihan

5 2 3 BelanjaJasaSewa

D 2 + 01 BelanjaJasaSewaBangunan /Gedung/Ruang

5 2 4 02 BelanjaJasaSewaPeralatan/Perlengkapan

5 2 < 03 BelanjaJasaSewaSaranaMobilitas

5 2 4 |90-99 BelanjaJasaSewalainnya

5 2 5 BelanjaOperasionalPerkantoran

5 2 5 01 BelanjaJasalLanggananlListrik

B 2 5 02 BelanjaJasaLanggananAirBersih

5 2 5 03 BelanjaJasaLanggananMajalah/SuratKabar

5 2 5 04 BelanjaJasaLanggananTelepon

5 2 5 05 BelanjaJasalanggananinternet

5 2 5 06 BelanjaJasaKurir /Pos /Giro

5 2 5 07 BelanjaJasaPerpanjanganljin / Pajak

5 2 5 |90-99 BelanjaOperasionalPerkantoranLainnya

5 2 6 BelanjaPemeliharaan

o 2 6 01 BelanjaPemeliharaanMesindanPeralatanBerat

5 2 6 02 BelanjaPemeliharaanKendaraanBermotor

5 2 6 03 BelanjaPemeliharaanPeralatan

5 2 6 04 BelanjaPemeliharaanBangunan

5 2 6 05 BelanjaPemeliharaanJalan

5 2 6 06 BelanjaPemeliharaanJembatan

5 2 6 07 BelanjaPemeliharaanlrigasi/SaluranSungai/Embung/AirBersih,jaringanAirLimbah, Persampahan,dll)
5 2 6 08 BelanjaPemeliharaanJaringandaninstalasi(Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi,dll)
5 2 6 |90-99 BelanjaPemeliharaanLainnya

5 2 7 BelanjaBarangdanJasayangDiserahkankepadaMasyarakat

5 2 7 01 BelanjaBahanPerlengkapanyangDiserahkankemasyarakat

5 2 7 02 BelanjaBantuanMesin / Kendaraaanbermotor / Peralatanyangdiserahkankemasyarakat
5 2 7 03 BelanjaBantuanBangunanyangdiserahkankemasyarakat

2 2 T 04 BelanjaBeasiswaBerprestasi/MasyarakatMiskin

5 2 7 05 BelanjaBantuanBibitTanaman/Hewan /Ikan

5 2 7 ]90-99 BelanjaBarangdanJasayangDiserahkankepadaMasyarakatLainnya
5 3

BelanjaModal




BelanjaModalPengadaanTanah

5 3 1

5 3 1 01 BelanjaModalPembebasan /PembelianTanah

5 3 1 02 BelanjaModalPembayaranHonorariumTimTanah

5 3 1 03 BelanjaModalPengukurandanPembuatanSertifikatTanah
513 1 04 BelanjaModalPengurukandanPematanganTanah

5 3 1 05 BelanjaModalPerjalananPengadaanTanah

5 3 1 190-99 BelanjaModalPengadaanTanahLainnya

5 3 2 BelanjaModalPeralatan,Mesin,danAlatBerat

5 | 3 2 01 BelanjaModalHonorTimyangMelaksanakanKegiatan
5 3 2 02 BelanjaModalPeralatanElektronikdanAlatStudio

5 3 2 03 BelanjaModalPeralatanKomputer

5 3 2 04 BelanjaModalPeralatanMebeulairdanAksesoriRuangan
S 3 2 05 BelanjaModalPeralatanDapur

5 3 2 06 BelanjaModalPeralatanAlatUkur

5 3 2 07 BelanjaModalPeralatanRambu-rambu /PatokTanah
5 3 2 08 BelanjaModalPeralatankhususKesehatan

513 2 09 BelanjaModalPeralatankhususPertanian /Perikanan / Peternakan
5 3 2 10 BelanjaModalMesin

5 3 2 11 BelanjaModalPengadaanAlat-AlatBerat

5 3 2 |90-99 BelanjaModalPeralatan,Mesin,danAlatBeratLainnya
5 3 3 BelanjaModalKendaraan

51 3131|001 BelanjaModalHonorTimyangMelaksanakanKegiatan
5 3 3 02 BelanjaModalKendaraanDaratBermotor

5 3 3 03 BelanjaModalAngkutanDaratTidakBermotor

51 8 3 04 BelanjaModalKendaraanAirBermotor

5 3 3 05 BelanjaModalAngkutanAirTidakBermotor

5 3 3 |90-99 BelanjaModalKendaraanLainnya

S 3 4 BelanjaModalGedung,BangunandanTaman

513 4 01 BelaniaMadalHonorTimvaneMelaksanakanKegiatan
sl alal o2 RelaniaMaodalllnahTenagaKeria

5| 3 4 03 BelanjaModalBahanBaku

5 3 4 04 BelanjaModalSewaPeralatan

5] 3 5

BelanjaModalJalan /PrasaranaJalan




5 3 5 01 BelanjaModalHonorTimyangMelaksanakanKegiatan
5 3 5 02 BelanjaModalUpahTenagaKerja

5 3 5 03 BelanjaModalBahanBaku

5 3 5 04 BelanjaModalSewaPeralatan

5 3 6 BelanjaModalJembatan

5 3 6 01 BelanjaModalHonorTimyangMelaksanakanKegiatan
S 1316/ 02 BelaniaModalUpahTenagaKeria

51 .3 6 03 BelanjaModalBahanBaku

5 3 6 04 BelanjaModalSewaPeralatan

5 3 7 BelanjaModallrigasi/Embung/AirSungai/Drainase/AirLimbah /Persampahan
5 3 7 01 BelanjaModalHonor TimyangMelaksanakanKegiatan
5 3 7 02 BelanjaModalUpahTenagaKerja

5|3 7 03 BelanjaModalBahanBaku

5 3 7 04 BelanjaModalSewaPeralatan

B 3 8 BelanjaModalJaringan /Instalasi

5 3 8 01 BelanjaModalHonorTimyangMelaksanakanKegiatan
5 3 8 02 BelanjaModalUpahTenagaKerja

5| 3 8 03 BelanjaModalBahanBaku

S 3 8 04 BelanjaModalSewaPeralatan

5] 3 9 BelanjaModallainnya

51319 01 BelanjaModalkhususPendidikandanPerpustakaan

5 3 9 02 BelanjaModalkhususOlahraga

5 3 9 03 BelanjaModalkhususKesenian /Kebudayaan / keagamaan
5 3 9 04 BelanjaModalTumbuhan/Tanaman

S I 3 9 05 BelanjaModalHewan

5 3 9 [90-99 BelanjaModalLainnya

5| 4 BelanjaTakTerduga

5 4 1 BelanjaTakTerduga

5 4 1 01 BelanjaTakTerduga

6 PEMBIAYAAN

6 1 PenerimaanPembiayaan

6 1 1 SILPATahunSebelumya

6 1 1 01 SILPATahunSebelumnya




PencairanDanaCadangan

01

PencairanDanaCadangan

HasilPenjualanKekayaanDesayangDipisahkan

01

HasilPenjualanKekayaanDesayangDipisahkan

PenerimaanPembiayaanLainnya

O[O |W WM N

90-99

PenerimaanPembiayaanLainnya

PengeluaranPembiayaan

PembentukanDanaCadangan

01

PembentukanDanaCadangan

PenyertaanModalDesa

01

PenyertaanModalDesa

PengeluaranPembiayaanlainnya

[« 20 [=0 [=20 [=0 (=20 [=a0 L= (=20 (=20 (=20 Koy (o2 (=]

NININININ N N === = = =

(G0 [T=3 | o | o T o

90-99

PengeluaranPembiayaanlainnya




B.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPALA DESA ..... (NamaDesa)
KABUPATEN/KOTA........ (NamaKabupaten /Kota)

PERATURAN DESA... (NamaDesa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA
TAHUN ANGGARAN....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

KEPALA DESA (NamabDesa),

a.bahwaAnggaranPendapatandanBelanjaDesasebagaiwujud
daripengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secaraterbuka
dan bertanggungjawabuntuksebesar-besarnyakemakmuran
masyarakatDesa;
b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatandan BelanjaDesaTahunAnggaran .... yang
disusun sesuaidengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan Desa  berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi,berkeadilan,berkelanjutan,berwawasan lingkungan,
dankemandiriansehinggamenciptakan landasankuatdalam
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakatyangadil,makmur,dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalamhurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturanDesa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....;

K, I— dan seterusnya,;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NamaDesa)
dan
KEPALA DESA ...(NamaDesa)

MEMUTUSKAN:

: PERATURANDESATENTANGANGGARANPENDAPATAN DAN
BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN.....



Pasall
AnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran
...... dengan perincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Desa R ssossnovmmsvsniss
2.BelanjaDesa | 3 o T
Surplus/Defisit 74 o PRVRRRIRUSES -,
3.Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan o
b. Pengeluaran Pembiayaan
1L{ . A ——_—_m, Selisih Pembiayaan (a-b)
54
Pasal2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desasebagaimana dimaksud dalam Pasalltercantum
dalam Lampiran yangmerupakan bagian takterpisahkan
dari Peraturan Desaini:

Pasal3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2memuat:
a.APB Desa;
b.daftarpenyertaan modal,jikatersedia;
c.daftardanacadangan,jikatersedia; dan
d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya,jikaada.

Pasal4
KepalaDesa menetapkanPeraturanKepalaDesatentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagailandasanoperasional pelaksanaanAPBDesa.

Pasal5
(1) PemerintahDesadapatmelaksanakankegiatanuntuk
penanggulanganbencana, keadaandarurat,dan

mendesak.
(2)Pendanaankegiatansebagaimanadimaksudpadaayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak

terduga.

(3) Pemerintah  Desa dapat melakukan  kegiatan
penanggulanganbencana, keadaandarurat,dan
mendesakyang belumtersediaanggarannya,yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
Desatentangperubahan APBDesa.
(4)Kegiatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)harus

memenuhikriteria:

a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintahDesa dantidakdapat diprediksi
sebelumnya;

b.tidak diharapkanterjadisecara berulang;
c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Desa;
d.memilikidampakyangsignifikanterhadapanggaran
dalamrangka pemulihan yangdisebabkan oleh
kejadianyangluar biasadan/ataupermasalahan
sosial;dan
e.berskalalokalDesa.
Pasal6
Dalamhalterjadi:
a.penambahandan/ataupengurangan dalam
pendapatan Desapadatahunberjalan;
b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar objekbelanja;dan
c.kegiatanyangbelumdilaksanakantahunsebelumnya



Diundangkandi...
padatanggal...

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam

tahun berjalan.
kepalaDesadapatmendahuluiperubahanAPB Desa
denganmelakukanperubahan PeraturanKepalaDesa
tentangPenjabaranAPBDesa danmemberitahukannya
kepadaBPD.

Pasal 7
PeraturanDesainimulai berlakupadatanggal diundangkan.

Agarsetiap orang dapatmengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa... o (NamaDesa).
Ditetapkandi .......c.ccccveuennns
padatanggal ....oomsiseiens
KEPALA DESA..(NamaDesa)

tandatangan

NAMA

SEKRETARIS DESA... (NamaDesa),

tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA ...(NamaDesa) TAHUN... NOMOR...



B.2.FormatAPBDesa

LAMPIRAN
PERATURANDESA.........

NOMOR :TAHUN............c...

TENTANG :
ANGGARANPENDAPATANDESA DAN BELANJA DESA

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA

PEMERINTAHDESA..............
TAHUNANGGARAN.............
Contoh:
KODEREKENING URAIAN AN G]SPARAN SUMBERDAN
1 2 3 4 5
a b c a b
4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
- 2 Transfer
3 3 Pendapatanlain-lain
JUMLAHPENDAPATAN
5 BELANJA
1 PenyelenggaraanPemerintahanDesa
1 1 PenyelenggaraanBelanjaPenghasilanTetap,
TunjangandanOperasionalPemerintahanDesa
1 1 1 PenyediaanPenghasilanTetapdanTunjangan
KepalaDesa
1 1 1 S 1 BelanjaPegawai
1 3 AdministrasiKependudukan,PencatatanSipil,
StatistikdanKearsipan
1 3 1 Pelayananadministrasiumumdankependudukan
(SuratPengantar/PelayananKTP,KartuKeluarga,
dil)
1 3 1 5 2 BelanjaBarangdanJasa
2 PelaksanaanPembangunanDesa
2 1 Pendidikan
2 1 5 Pembangunan/Rehabilitasi/ PeningkatanSaran
a PrasaranaPerpustakaan/TamanBacaan
Desa/SanggarBelajar




2 | 1]o05] 5 | 3 |BelanjaModal

PenanggulanganBencana,KeadaanDaruratdan
Mendesak

PenanggulanganBencana

BelanjaTakTerduga

KeadaanDarurat

g
it |t |
w
N

S 4 |BelanjaTakTerduga

dst

JUMLAHBELANJA

SURPLUS/(DEFISIT)

(o)}

PEMBIAYAAN

o))
—

PenerimaanPembiayaan

6 2 |PengeluaranPembiayaan

SELISIHPEMBIAYAAN

KeterangangCaraPengisian
Kolom1 : diisiberdasarkanklasifikasiBidangKegiatan:
a.bidang;
b.subbidang;dan
c.kegiatan

Kolom?2 : diisiberdasarkanklasifikasiekonomiterdiridariPendapatan,Belanjadan
Pembiayaan:
- Bagianpendapatandiisi:
a.pendapatan;dan
b.kelompokpendapatan.
- DBagianBelanjadiisi:
a.Belanja;dan
b.jenisbelanja(disesuaikandenganjeniskegiatan)
- BagianPembiayaandiisi:
a.Pembiayaan;
b.Kelompokpembiayaan.
Kolom3 : diisiuraianPendapatan,BelanjadanPembiayaan(nomenklaturdankode
rekeninglihatlampiranAPermendagriini)
Kolom4 : diisidenganjumlahanggaranyangditetapkan
Kolom5 : diisisumberDanadiisidenganSumberDanayangdigunakandalam
kegiatan(kolom1.c)terkait




C.1.FormatRancanganPerkadestentangPenjabaranAnggaranPendapatan
danBelanjaDesa

KEPALADESA ..... (NamaDesa)
KABUPATEN/KOTA........ (NamaKabupaten /Kota)

PERATURANKEPALADESA... (Nama Desa)
NOMOR... TAHUN...

TENTANG
PENJABARANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADESA
TAHUNANGGARAN.......coceenrennnns
DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA

KEPALADESA... (Nama Desa),

Menimbang :bahwasebagaipelaksanaanketentuanPasal4PeraturanDesa Nomor.......

Tahun......tentangAnggaranPendapatandanBelanja Desa
TahunAnggaran.....,makaperlumenyusunPeraturanKepala Desa
tentangPenjabaran AnggaranPendapatandanBelanja

Desa.....(NamaDesa)TahunAnggaran ...... :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANKEPALADESA TENTANG PENJABARANANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADESA.... TAHUNANGGARAN.....

Pasal 1
PenjabaranAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran
...... terdiri dari:
1.PendapatanDesa

a.PendapatanAsli Desa RP i sosnsssvsnenins
b.Transfer Rp.iiiiieiiinenn,
c.Lain-lain Pendapatan yang sah RPossisoimiivons
Jumlah Pendapatan |75 o PR

2.Belanja Desa
a.Bidang Penyelenggaraan PemerintahDesa Rp.coiiiieiinennn.

b.Bidang Pembangunan RDsucvinsesivivves
c.Bidang PembinaanKemasyarakatan 134 o PR B
d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp..iiiiiiiinn.

e.Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat,
dan MendesakDesa oy




Jumlah Belanja

Rp.ooovuiieiennens Surplus/(Defisit)
RP:osssssnerenenses
3.PembiayaanDesa
a.Penerimaan Pembiayaan RPissomaamuimnonvis
b.Pengeluaran Pembiayaan 74's T —
Selisih Pembiayaan (a— b) 7 s DR,
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yangmerupakanbagiantak terpisahkandariPeraturan Kepala

Desaini

Pasal 3
PelaksanaanPenjabaranAnggaranPendapatanBelanjaDesa yang
ditetapkan dalamPeraturan inidituangkan lebih lanjut dalam
DokumenPelaksanaanAnggaran(DPA)yangdisusun olehKepala

Urusandan KepalaSeksipelaksanakegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desaini mulai berlakupadatanggal diundangkan.

Agarsetiaporangdapatmengetahui,memerintahkanpengundangan

PeraturanKepalaDesaini denganpenempatannyadalamBeritaDesa
........ (Nama Desa)

Ditetapkan O .. oo
padatanggal .....................
KEPALADESA (Nama Desa)
tandatangan
NAMA

Diundangkan di ...

padatanggal ...

SEKRETARIS DESA ...(Nama Desa),

tandatangan

NAMA

BERITA DESA ... (NamaDesa)TAHUN... NOMOR...



C.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ontoh

LAMPIRAN
PERATURANKEPALADESA.........
NOMOR :....... TABUN....csuvmmann
TENTANG

PENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING

URAIAN

KELUARA

\N/OUTPUT]

VOLUME

SATUAN

ANGGARA

SUMBER
DANA

1

4

5

7

al| b

PENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

. |<Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain-lain

N PN N N N NS N N

W 0 N B [t it |t
(=

Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Desa

9

.|<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan

01

Penyediaan Penghasilan Tetap
dan

01

Belanja Pegawai

01

Penghasilan Tetap & Tunjangan
Kepala Desa

01

. |<Rincian Obyek Belanja>

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan




1] 31|01 Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu

Keluarga, dll)
1 1301122 Belanja Barang dan Jasa
113 (0112(212 Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

NYE

1 (05 Pembangunan / Rehabilitasi/Penin
gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

1 /105|513 Belanja Modal

w
n

05| 5 Belanja Modal Gedung dan

1 105/ 53] 4/|...|<Rincian Obyek Belanja>

(91 Lol | O | o)
(="

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

00 Penanggulangan Bencana

1 [ jan

00|51 4 Belanja Tak Terduga

2

00| 51(4 |00 Belanja Tak Terduga

[y [SSFRy [WEFgy (RS (VY

00| 5| 4 |00]|00 |Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiavaan
1 SiLPA Tahun Sebelumnva

1| 1 |SiLPA Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

1 Pembentukan Dana Cadangan

(@, (o)1 [o) i (e)0) (o) 1) (03] [o))]
B[N [ B [ = =

1 |Pembentukan Dana Cadangan

ds

SELISIH PEMBIAYAAN

Keterangan Cara Pengisian:
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:



- Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan;
b. kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan
Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini) Kolom
4 : Volume diisi dengan volume {jumlah) output kegiatan {Kolom 1.c) dan volume (jumlah)
input pada rincian cbyek belanja (Kolom 2.d)
Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit)
input pada rincian obyek belanja
Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait



D.FormatPanduanEvaluasiRancanganPeraturanDesatentangAPBDesa

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A.DASARPEMIKIRAN

1. AnggaranPendapatandan BelanjaDesa (APB Desa) sebagai wujud dari
pengelolaan keuanganDesayangdibahasdandisepakatiolehPemerintah
DesadanBadanPermusyawaratan Desa{BPD)secaraterbukadan
bertanggungjawabuntuksebesar-besarnya kemakmuranmasyarakatDesa
ditetapkantiaptahundenganPeraturanDesa.

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang
berdasarkanasastransparan,akuntabel,partisipatif,sertatertibdandisiplin
anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa
tentangAPBDesaharusdievaluasiolehBupati/Walikota.

4. Berdasarkanketentuansebagaimanatersebutdiatas,Menteri DalamNegeri perlu

mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan
Bupati/WalikotamelakukanevaluasiRancanganPeraturanDesa tentang
APBDesadanRancanganPeraturanDesatentangPerubahanAPBDesa.

B. MAKSUDDAN TUJUAN
Maksuddantujuanpanduanini,yaitu:

1.Maksud
Panduaninidimaksudkan untukmenjamintercapainyaprinsipkepatuhan,
keselarasan,keseimbangandankejelasanpengelolaankeuanganDesadalam
membiayaiPembangunan DesaberdasarkankewenanganDesayang
mengutamakan kepentinganumumdansesuaidenganketentuanperaturan
perundangan.

2. TujuanUmum
Panduaninibertujuanuntukmemberikan acuankepadaBupati/Walikota

dan/atau CamatdalamrangkaevaluasiRancangan  PeraturanDesatentang
APBDesaatauRancanganPeraturanDesatentangPerubahanAPBDesa,

C. SASARANEVALUASI
Sasaranpelaksanaanevaluasi,yaitu:
1.Diperolehdatadaninformasiyangakanmenjadidasaruntuk memberikan
penilaiankepadaDesadalamkaitannyadengankepatuhanpenyusunandan
penetapanRancangan PeraturanDesatentangAPBDesadanRancangan
PeraturanDesatentangPerubahanAPBDesa.

2.Diperolehdatadaninformasiyangakanmenjadidasaruntukmemberikan
penilaiankepadaDesadalamkaitannya dengansubstansi danmateri
RancanganPeraturanDesatentangAPBDesadanRancanganPeraturan
DesatentangPerubahanAPBDesa.

D.RUANGLINGKUPEVALUASI
RuanglingkuppelaksanaanEvaluasi,yaitu:

1.Aspekadministrasiyangmeliputi identifikasikelengkapandatadaninformasi
terkaitdokumenpendukungdalam penyusunanRancanganPeraturanDesa



tentangAPBDesadanRancanganPeraturanDesatentangperubahanAPB Desa;

2.Aspeklegalitasyangmeliputiidentifikasiperaturan-peraturanyangmelandasi
penyusunanRancanganPeraturanDesadimaksud;

3.Aspekkebijakanyangmeliputiidentifikasikonsistensisubstansidanmateri
denganRPJMDesadanRKPDesa;dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi
pendapatan,belanjadanpembiayaan.

E.EVALUASI
1.PersiapanEvaluasi

a.Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi,yaitu:

1)Pembentukan TimEvaluasiAPBDesaKabupaten/Kota ditetapkan

denganSuratKeputusanBupati/WalikotatentangPembentukan Tim
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh
Bupati/Walikota.

2) TimEvaluasiAPBDesasebagaimanadimaksudhurufa,terdiridari:

3)

4)

S)

6)

a)Ketua : PejabatpadaBagianHukumSekretariatDaerah
Kabupaten/Kota

b)Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
danPemerintahanDesaKabupaten/Kota atau
sebutanlainnya

b)Anggota : SKPDterkait

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati/Walikota dapat
mendelegasikanevaluasiRancanganPeraturanDesatentangAPBDesa
danRancangan PeraturanDesatentangPerubahanAPBDesakepada
camatatausebutanlainnya.
ApabilapelaksanaanevaluasiAPBDesadidelegasikan kepadaCamat,
selanjutnyaBupati/Walikota menerbitkanSuratKeputusan
Bupati/Walikota tentangPendelegasianEvaluasiAPBDesadilampiri
PedomanPelaksanaanEvaluasiAPBDesa.

Pendelegasiankewenangan  melakukanevaluasiRancanganPeraturan

DesatentangAPBDesadanRancanganPeraturan Desatentang

PerubahanAPBDesakepadacamatatausebutanlainnya, selanjutnya

CamatmembentukTimEvaluasi,yangterdiridari:

a)Ketua : Camat

b)Sekretaris : Sekretaris Camat

c) Anggota : Unsur  pemerintah  kecamatan dan  UPT
Kecamatanterkait

AnggotaTimEvaluasidimaksudadalahpejabatataustafyangmemiliki
kompetensisesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan
evaluasiRancangan peraturanDesatentangAPBDesadanRancangan
PeraturanDesatentangPerubahanAPBDesa.

Segalabiayayangdibutuhkan olehtimevaluasidalammelaksanakan
tugasnyadibebankan padaAnggaranPendapatan danBelanjaDaerah
({APBD)Kabupaten /Kota.



b.DokumenEvaluasi
1) DokumenUtama

a)RancanganPeraturanDesatentangAPBDesayangtelahdisepakati
bersamaBPD;dan/atau

b)RancanganPeraturan DesatentangPerubahanAPBDesayangtelah
disepakatibersamaBPD.

2) DokumenPenunjang(alatverifikasi)
a}DisampaikanolehDesa

- KeputusanMusyawarahBPDPembahasandanPenyepakatan
RancanganPeraturanDesatentang APB Desa (untukevaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah;atau

- KeputusanMusyawarahBPDPembahasandanPenyepakatan
RancanganPeraturan DesatentangPerubahanAPBDesa(untuk
evaluasiRancanganPerdestentangPerubahanAPBDesa};

- RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJMDesa).
- RencanaKerjaPemerintahDesa(RKPDesa)tahunberkenaan.

- Dokumenyangrelevan(misal,Perdestentangpembentukan dana
cadangan,PerdestentangpendirianBUMDesa, hasilanalisa
kelayakanpenyertaanmodalBUMDes,dll)

b)DisiapkanolehTimEvaluasi
- PeraturanBupati / WalikotatentangPengelolaanKeuanganDesa

- Peraturan  Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan
berdasarkanhakasal-usaldanlokalberskalaDesa

- PerdestentangPenetapanDaftarKewenanganberdasarkanhak asal-
usuldanlokalberskaldesa

- Peraturan Bupati/Walikotatentang PengadaanBarang/Jasadi
Desa

- PeraturanBupati/WalikotatentangDanaDesa
- PeraturanBupati/ WalikotatentangAlokasiDanaDesa

- PeraturanBupati/WalikotatentangBagiHasilPajakdanRetribusi
Daerah

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga
Kabupaten/Kotayang didalamnya mengatur Standar Harga di
Desa

- PeraturanBupatitentangLingkupPembangunanDesa
- PeraturanDaerahtentangAnggaranPendapatanBelanjaDaerah

2.PelaksanaanEvaluasi
Prosesevaluasidilaksanakandenganmenempuh?2(dua)tahapan,yaitu:
a.Pemeriksaankelengkapandokumen,evaluasiadministrasidanjegalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai
berikut:

a)Kepatuhanataskelengkapanpenyampaiandokumenevaluasi;

b)Kepatuhanataspenyajianinformasidalam Rancanganperaturan
yangakandievaluasi;

c)KonsistensipenggunaandokumendaninformasidalamRancangan
peraturanyangakandievaluasi;



d)Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknispenyusunanperaturanDesa;

2) Langkah-langkahevaluasi:
ajLangkahl :Pengumpulandokumenevaluasi;

b)Langkah?2 :Pencatatannomor,tanggaldankelengkapanlampiran
semuadokumen;

cJLangkah3 :Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapanlampiransemuadokumen;

d)Langkah4 :Pembandingantanggalpenyampaiansemuadokumen
dengan ketentuanyangberlaku tentang bataswaktupenyampaian
dokumen,;

e)Langkah5 :Kesimpulansecaranarasitentanghasillangkahls/d
4.

Catatan:Jikadarihasilpemeriksaankelengkapandokumentidakterpenuhi
sesuaiketentuan, TimEvaluasimemintakepadaPemerintah Desa
untukmelengkapinya. Waktupelaksanaanevaluasidihitungkembali
setelahdokumenditerimasecaralengkap.

b.EvaluasikebijakandanstrukturAPBDesa/perubahanAPBDesa.
Langkah-langkahevaluasitertuangdalamlembarkerja, terlampir.

3.HasilEvaluasi
SetelahselesaimelaksanakanevaluasiRancanganPeraturanDesatentang

APBDesaatauRancangan PeraturanDesatentangperubahanAPBDesa,Tim
Evaluasimenyusun laporanhasilevaluasiyangdituangkandalarmKeputusan
Bupati/Walikota.

Laporanhasilevaluasidimaksudkan untukmenyampaikan temuananalisis
terhadapRancangan PeraturanDesatentangAPBDesaatauRancangan Peraturan
Desatentang PerubahanAPBDesasebagai umpanbalikkepada pemerintah Desa
untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadapRancangan
Peraturan DesatentangAPBDesaatauRancangan
PeraturanDesatentangPerubahanABDesa.Laporanhasil evaluasi(LHE)
tersebutsecaragarisbesarmenyajikaninformasimengenai:
(a)evaluasiatassistemAPBDesaatauPerubahanAPBDesa,dan
(b)evaluasiatassubstansiAPBDesaatauPerubahanAPBDesa.

LaporanhasilevaluasiRancangan PeraturanDesatentangAPBDesaatau

Rancangan PeraturanDesatentangperubahanAPBDesadidistribusikan kepada:

a.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau
sebutanlainnya;dan

b.InspektoratDaerahKabupaten /Kota.



Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten/Kota :
Kecamatan
Desa
Kesesuaian
No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan
Ya | Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah
diterima dari Desa secara. lengkap
1.2 | Apakah pengajuanRancanganPerdes Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
tentang APB Desa atau RancanganPerdes BPD Pembahasan dan disepakati bersama. Perdestentang
tentang PerubahamAPB Desa dilakukan Penyepakatan Perdes tentangAPB | APB Desa/Perdes tentang
tepat waktu Desa/PerubahanAPB Desa (lihat | PerubahanAPB Desa harus
tanggal keputusan) diajukan kepada Bupati/Walikota
atau camat untuk dievaluasi
1.3 | Apakah BPD telah menyepakatiRancangan Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan Permendagri

Perdes tentang APB Desa/ Rancangan
Perdes tentang PerubahamAPB Desa

BPD Pembahasan dan
Penyepakatan Perdes tentangAPB
Desa/PerubahanAPB Desa

mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:




Aspek Kebijakan dan StrukturAPB Desa/PerubahanAPB Desa

Umum

e
— |

Apakah RancanganPerdes tentang
APBDes/PerubahanAPB Desa disusun
berdasarkanRKPDesa/RKPDesa Perubahan
tahun berkenaan

RKP Desa atau RKP Perubahan
tahun berkenaan

2.1.2

Apakah penempatan pos Pendapatan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2.2

Pendapatan

2.2.1

Apakah estimasi pendapatan rasional dan
realistis

2.2.2

Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa
rasional dan realistis, serta didapatkan
secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

Perdes terkait PADesa (misal
Perdes tentang Pungutan, dll)

2.2.3

Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Dana Transfer rasional dan
realistis

2.3

Belanja

2.3.1

Apakah penempatan pos Belanja telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2.3.2

Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai
dengan Kewenangan Desa

Perbup/Perwal tentangDaftar
Inventaris Kewenangan Desa

2.3.3

Apakah ada program/kegiatan yang
dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
(multiyears)

2.3.4

Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam
APB Desa paling banyak 30% dipergunakan
untuk:

1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat




Desa;

2. operasional pemerintahan Desa;

3. tunjangan dan operasional BPD

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Peraturan Bupati tentang ADD
Kepala Desa dan Perangkat Desasesuai yang atau Perbup tentang Penetapan
ditetapkan dalam peraturan Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Bupati/Walikota. Desa

2.3.6 | Besaran Tunjangandan Operasional untuk Peraturan Bupati tentang ADD
Anggota BPD, serta insentif RT/RW atau Perbup tentang Penetapan
dianggarkan sesuai yang ditetapkandalam Siltap Kepala Desa dan Perangkat
peraturan Bupati/Walikota Desa

2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan Standar Harga yang ditetapkan
dihasilkan logis karena telah Kabupaten/Kota
memperhitungkan tingkat kemahalan dan
geografis (Standar Harga)

2.4 Pembiayaan

2.4.1 | Apakah penempatanpos Pembiayaan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk pembentukan Dana Cadangan

2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah Peraturan Desa tentang Dana
ditetapkan dengan Peraturan Desa Cadangan

2.4.4 | Apakah ada pospengeluaran pembiayaan
untuk penyertaan modal pada BUMDes

2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, Peraturan Desa tentang
telah sesuai dengan peraturan perundang- Pembentukan BUMDes dan hasil
undangan dan ditetapkan melalaui analisa kelayakan usaha
Peraturan Desa dan memenuhi nilai
kelayakan usaha

2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada

pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA
tahun anggaran sebelumnya




2.4.7 | Pada evaluasi PerubahanAPB Desa, apakah
SilPA tahun sebelumnya telah digunakan
seluruhnya.

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal:
Tanda tangan KetuaTim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):
eUntuk disetujui Bupati Nama

sUntuk Diperbaiki Desa Jabatan



E.1.FormatPeraturanDesatentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

KEPALADESA ..... (NamaDesa)
KABUPATEN/KOTA........ (NamaKabupaten /Kota)

PERATURANDESA... (NamaDesa)
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADESA
TAHUNANGGARAN....

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA

KEPALADESA (Nama Desa),

Menimbang : a.bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
denganrencana anggaran yangtelahditetapkandalam Anggaran
PendapatandanBelanjaDesa,karena adanyaperubahan pendapatan,
belanja danpembiayaan, perlu dilakukanperubahan Anggaran
Pendapatandan Belanja DesaTahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksuddalam
hurufa,perlumenetapkanPeraturan DesatentangPerubahan
AnggaranPendapatandanBelanja Desa(APBDesa)Tahun Anggaran

3...... dan seterusnya,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADANPERMUSYAWARATANDESA ... (NamaDesa)
dan
KEPALADESA ... (NamaDesa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADESA....... TAHUNANGGARAN.....

Pasal 1
AnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran.....semula
berjumlahRp....... . )s bertambah /berkurangsejumlah
Rpivissn FR TN )sehingga menjadi Rp.......... | Y )dengan rincian
sebagai berikut:

1. PendapatanDesa
a.semula R cvassasasainn
b.bertambah /(berkurang) T,

Jumlah pendapatan setelah perubahan RDicssessancesonisiiis



2. Belanja Desa

a. semula Rp.cioiiiicinianns
b.bertambah /(berkurang) -y
Jumlah belanjasetelah perubahan Rp.iiiiiiiiiiians
Surplus/(Defisit)setelah perubahan o

3. PembiayaanDesa

3.1.Penerimaan Pembiayaan
a.Semula RDsssarmnsassissenss
b.Bertambah /(berkurang) Bbeiseesiieaniasas
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp....................

3.2.Pengeluaran Pembiayaan
a.Semula | 33 s TS
b.Bertambah /(berkurang) BD:csimsaenises

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a- b)Rp...................

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desaini.

Pasal 3
KepalaDesa menetapkanPeraturanKepala DesatentangPenjabaran
PerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Desa sebagailandasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desaini mulai berlakupadatanggal diundangkan.

Agarsetiaporangdapatmengetahui,memerintahkanpengundangan
Peraturan Desaini dalamLembaran Desa...(nama Desa).

Ditetapkan i oo
padatanggal o
KEPALADESA(Nama Desa)
tandatangan
NAMA

Diundangkan di ...

padatanggal ...

SEKRETARIS DESA ...(Nama Desa),
tandatangan

NAMA

LEMBARANDESA ... (NamaDesa)TAHUN...NOMOR...



E.2.FormatPerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDesa

LAMPIRANPERATURANDES
ANOMOR....... TAHUN.........
TENTANG
PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJADESA
PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA
PEMERINTAHDESA..............
TAHUNANGGARAN.............
Contoh:
KODE REKENING BEMLL MERJADI BERTAMBAH/ | o\;MBERDANA
URAIA ANGGARAN(Rp.) URAIAN ANGGARAN(Rp.) | (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 7 8
L a | b c al| b
KepalaDesa,...........c.......

Carapengisian:
Kolom1:diisidengankoderekeningberdasarkanklasifikasibidangkegiatan
Kolom2:diisidengankoderekeningberdasarkanklasifikasiiekonomi
Koloma3:diisidenganseluruhuraiansebelumperubahan
Kolom4:diisidengananggaransebelumperubahan Kolom
S:diisidenganseluruhuraiansetelahperubahan
Kolom6:diisidengananggaransetelahperubahan
Kolom7:diisidenganbesaranjumlahanggaranyangberubah
Kolom8:diisidengansumberdana



F.1.FormatPeraturanDesatentangPeraturanKepalaDesatentang
PenjabaranPerubahanAPBDesa.

KEPALADESA.....(NamaDesa)
KABUPATEN/KOTA........ (NamaKabupaten/Kota)

PERATURANKEPALADESA...(NamaDesa)
NOMOR... TAHUN...

TENTANG
PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA
DESA
TAHUNANGGARAN ..cosessaissncnssnss DENGAN

RAHMATTUHANYANGMAHAESAKEPALA

DESA...(NamaDesa),

Menimbang :bahwasebagaipelaksanaanketentuan Pasal3PeraturanDesa
Nomor....... Tahun...... tentangPerubahan Anggaran
Pendapatandan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka
perlumenyusun PeraturanKepalaDesatentangPenjabaran
PerubahanAnggaranPendapatan danBelanjaDesa.....(Nama
Desa)TahunAnggaran...... :

Mengingat :1...... ;
Svcess :ianseterusnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN KEPALA DESA  TENTANG  PENJABARAN

PERUBAHANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJA
DESA....(NamaDesa)TAHUNANGGARAN.....

Pasall
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... semula berjumlah RhcsnssssAsnomsmssesmsmnonsdy
bertambah/berkurang sejumlahRp....... >= fissusanans )sehingga
menjadiRp.......... F_ . Jdenganrinciansebagaiberikut:
1.PendapatanDesa
1.1.PendapatanAsliDesa
a.Semula RpP.seserssasovsass
b.Bertambah / (berkurang) Rp.oveieiaannen

JumlahPADesasetelahperubahan Rp..................



1.2.Transfer

a.Semula R
b.Bertambah /(berkurang) B ocamonmmsanens
Jumlahpendapatantransfersetelah

Perubahan 5

1.3.Lain-lainPendapatanyangsah

a.Semula < 5 -
b.Bertambah / (berkurang) Rpuieieiiienanan
Jumlahlain-lainpendapatanyangsah
setelahperubahan |33 o J

JumlahPendapatansetelahperubahan Rp..................

2.BelanjaDesa
2.1.BidangPenyelenggaraanPemerintahDesa
a.Semula BP.sovsmiamsonnss
b.Bertambah /(berkurang) |
Jumlahsetelahperubahan Rp..................
2.2.BidangPembangunan
a.Semula | 34 o JUR
b.Bertambah /(berkurang) |5 - T
Jumlahsetelahperubahan Rp..................
2.3.BidangPembinaanKemasyarakatan

a.Semula Rp.ciiiiiiineene.
b.Bertambah/(berkurang) Bbccuuaaas
Jumlahsetelahperubahan Rp..................
2.4.BidangPemberdayaanMasyarakat
a.Semula RPissusssvvussunans
b.Bertambah /(berkurang) - —

Jumlahsetelahperubahan Rp................0.
2.5.BidangPenanggulanganBencana,
KeadaanDarurat,danMendesakDesa

a.Semula Rp.coiiiiiiiiiiians
b.Bertambah /(berkurang) B saanes
Jumlahsetelahperubahan L
JumlahBelanjasetelahperubahan Rpiscsssunsins
Surplus/ (Defisit)setelahperubahan |3 R

3.PembiayaanDesa
3.1.PenerimaanPembiayaan

a.Semula |14 o R—
b.Bertambah /(berkurang) Rp.cviiiiiinnnn,
Jumlahsetelahperubahan Rp. oo
3.2.PengeluaranPembiayaan
a.Semula | [ o STEER——
b.Bertambah /(berkurang) RPsesssassmaons
Jumlahsetelahperubahan 7o R
SelisihPembiayaansetelahperubahan  Rp..................
Pasal2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran

PendapatandanBelanjaDesasebagaimana dimaksudPasall

tercantumdalamLampiranyangmerupakan bagiantak

terpisahkandariPeraturanKepalaDesaini.



Pasal3
PelaksanaanPenjabaranPerubahanAPBDesayangditetapkan
dalamPeraturaninidituangkan lebihlanjutdalamDokumen
Pelaksanaan PerubahanAnggaran(DPPA)yangdisusunoleh
KepalaUrusandanKepalaSeksipelaksanakegiatananggaran.

Pasal4
Peraturan KepalaDesainimulaiberlakupadatanggal diundangkan.

Agarsetiaporangdapatmengetahui, memerintahkan
pengundangan PeraturanKepalaDesaini dengan
penempatannyadalamBeritaDesa..(NamaDesa)

Ditetapkandi ........co.cssousss
padatanggal.......ovivescauses
KEPALADESA(NamaDesa)
tandatangan
NAMA

Diundangkandi...

padatanggal...

SEKRETARISDESA...(NamaDesa),
tandatangan
NAMA

BERITADESA...(NamaDesa)TAHUN...NOMOR...



F.2.Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRANPERATURAN DESA
NOMOR: ....... TARYUN. ..o
TENTANG

PENJABARANPERUBAHANANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAHDESA..............

TAHUNANGGARAN..............
SEMULA MENJADI
BERTAMBAH/ |SUMBER
KODEREKENING — KELUARAN/OUTPUT ANG((;A)RAN URAIAN | KELUARAN/OUTPUT ANG((;A]RAN (BERKURANG) | DANA
VOLUME |SATUAN P VOLUME | SATUAN p
1 2 3 4 5 6
al bl ¢l al] bl c| d
KepalaDesa, ...

Carapengisian:
Kolom1:diisidengankoderekeningberdasarkanklasifikasibidangkegiatan
Kolom2:diisidengankoderekeningberdasarkanklasifikasiiekonomi
Kolom3:diisidenganseluruhuraian keluaran/ output,dananggaransebelumperubahan
Kolom4:diisidenganseluruhuraian,keluaran/outputsetelahperubahan
KolomS5:diisidenganbesaranjumlahanggaranyangberubah
Kolom6:diisidengansumberdan

- PIt. BUPATI BENGKAYANG

AGUSTINUS NAON
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